PROPINSI MALUKU UTARA
BUPATI HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 23-A TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2022
BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka melengkapi item-item Standar Biaya Umum dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu
penataan kembali Standar Biaya Umum sebagai pedoman di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
2022.

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1985
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah di ubah dalam Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore
Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4356);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6});
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pergeseran Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2022;

Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 113/PMK.05/2012 tentang
Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 678);

Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 60/PMK.02/2021 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 123/PMK.02/2021 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

_ Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera
Barat Tahun Anggaran 2022.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

o

o

w

10.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang
vang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan berdasarkan acuan perhitungan
biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum
adalah satuan, tariff dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen
masuk kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk
penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Indeks Biaya Masuk adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa
barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM
Pasal 2

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 berfungsi sebagai
pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan
dalam RKA-PD Tahun Anggaran 2022.

Standar Biava Umum selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dalam
rangka pelaksanaan kegiatan, standar biaya umum dapat berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; atau

b. batas estimasi.

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang berfungsi
sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini bersifat umum dan dapat digunakan sebagai
pedoman untuk seluruh Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Halmahera Barat.

Dalam hal satuan biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA-PD tidak tercantum
dalam Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain
yang diatur dengan peraturan perundangan lainnya yang jelas dan terukur.
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Pasal 4

Untuk satuan biaya tertentu yang bersifat khusus dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati
ini, maka Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya tersendiri berdasarkan
Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 27 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022, dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Paeraturan Bupati ini.

(2) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian
oleh Bupati. g

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

: ' Ditetapkan di : Jailolo
Djubat Eayal pada tanggal : 26 November 2021
Sekretaris Daerah /’ ”

i |

Ass. Bid. Adm. Umum BUPATI HALMAHE BARAT,

| Kepala BPKD &a\

r Inspektur Inspektorat | ! p‘ JAMES UANG
Kabag Umum, Perenc & d N

| Keuangan

‘\ Kabag. Hukum & Orgs | W

Diundangkan di : Jailolo
pada tanggal . a6 November g9

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

MUHAMMAD SYAHRIL ABD. RADJAK
RERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR : s
Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Halopas Lalomo, SH. LLM
Pembinga IV/a
Nip. 19730128 200604 1 009




LAMPIRAN 1 - PERATURAN BUPAT! HALMAHERA BARAT
HOMOR : 2 T A TAHUN 2021
TaNGGAL : Al NOVEWIBER 2071
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

1L Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Kepala SKPD
a Milai pagu dana s.d Rp. 100 juta 0B 1,040,060
b Nilai pagu dana diatas Rp. 100 juta s.d 250 juta 0B 1 250,000
o Milai pagu dana befanis langsung di #tas Fp. 250 juts =4 Rp. 800 juiz CE 1 450000
d MNitai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 mifiar OB 1,660,000
e HNitai pagu dana belanja langsunz di atas Rp, | miliar 5.4 Rp. 2.5 miliar OB 1.870.000
f Nilai pagu dana balanjs langsung di atas Rp. 2§ miliar & d Rp. 5 miliar oB 2280000
s Hilal pagu dana belanjs langsung df atas Rp. § miliar sd Rp. |0 miliar o8 2540000
h. Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar d. Rp. 25 miliar o8 3010000
i Nilal pagu dana belanja langsung o atas Ap. 25 millar 5. d. Rp. 50 mitiar ] ;3 3420000
i Milai pagu dana belanja langsung di stas Rp. 50 miliar sd. Rpe 75 miliar o8 3840000
k Milai pagu dana belanjs langsung di atas Rp. 76 mifiar =d. Rp. 100 millar o8 4250000
I Milai pagu dane belanja langsung di atas Ap. 100 miliar CE 4770000
12 Hi Pejabat P Tekhnis Kegi PPTK)
a Mitai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.010.000
-8 MNilai pagu dana distas Rp. 100 juta s.d 250 juta 0B 1.210.000
o Milai pagu kegiatan di atas Rp 250 juta 5.4 Rp 500 juta o8 1410000
d Milai pagu kegiatan di atas Fp 500 juta s.d Rp i milkar 0B 1,610,000
& Nilai pagu kegiatan di atas Rp 1 miliar =d Rp 2 5 miliar 0B 1,910,006
F Milai pagu keglatan di atas Rp 2 .5 miliar 5. d Rp 5 miliar o8 2210000
B Milai pagu kegiatan di atas Fp 5 miliar sd. Rp 10 miliar 0B 2520000
f Nilai pagu kegistan & atzs Ap 10 miliar sd. Rp 25 milar oB 2520000
b Nilai pagu kegiatan df atas Rp 25 miliar 5. 4 Rp 50 mifiar oB 3.520000
7 Milai pagu kegiatan di atas Rp 50 miliar s.d. Ro 75 mitiar oB 3,720,000
'3 Milai pagu kegiatan di atas Rp 75 miliar 5.4 Rp 100 miliar oB 4130000
L Nilai pagu hegiatan di atas Rp 100 mifiar oB 4,530,000
1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
a Milai pagu dana s.4. Ro. 100 juta 0B 400,000
b MNilal pagy dana diatas R 100 juta ad 250 juta OB 480,000
G Nilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. 250 juts sd Rp 00 juta 0B 570000
d Milai pagu dana belanja langsung di atas Fp. 500 juta sd. Bp. | mifiar o8 BE0.000
a. MNilai pagu dana belanja langsung di atas Rp. | miliar sd. Ap. 2.5 miliar o8 TI0000
o Milai pagu dana belania langsung o atas Rp. 2 .5 miliar = d Rp. § miliar (6] :1 830000
z HNilal pagu dana belania langsung di atas Rp. § miliar sd. Ao 10 miliar oB 950,000
h Milal pagu danz balanja langsung di atas Rp. 10 mitiar s.d. Rp. 25 miflsr CB 1250000
4 Hitai pagu d2na belanja langsung di stas Rp. 25 millar & o Rp. 50 miliar 0B 1520
1 Milai pagu dans belanja langsung di atas Rp. 50 millar wd. Rp. 75 millar OB 178000
i Milai pagu dana belanja langsung di atas Ap. 78 milizr s.d Rp. 100 miilar OB 2040000
L Nilai pagu dana belanja langsung di atas Re. 100 miliar o8 2440000
14 Bendahara Pengeluaran/Penerimaan
a Milai pagy dana s.¢ Ap. 100 juia o:) 340000
b ilsi pagu dana diatas Fp. 100 juta sd 250 juta {0:: 420000
[ Mitai pagu dana belanja langsung di atas R 250 juta s.d Rp. 500 jute OB H00.000
d Mitai pegis dana belania langsung di atas Rp. 500 juta s.d. R | miliar OB 570,000
[ Milai pagis dana betanja fangsung i atas Rp. | miliar sd. Rp. 2.5 miliar o8B 570,000
f Nilai pagu dana befarja langsung di atas Rp. 2 5 miliar < d. Rp. § miliar OB TIO000
® Milai pagu dana befanja langsung di atas Rp. § miliar sd. Rp. 10 miliar 0B F60.000
he Milal pagu dana belanja langsung di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar o8 1050000
i Nilai pagu dana belarja langsung di atas Rp. 25 miliar 5. & Rp. 50 miliar o8 1320000
+ Milai pagu dana belamia langsung di 513 Pe. 50 miliar s.d- Rp- 75 miliar oB 1.550,000
ke Nitai pagy dana balania langsung di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar oB 1,780,000
s Nilai pagu dana belania langsung di atas Rp. 100 miliar oB 2120000
15, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu
a Milai pagu dana s.d Rp. 100 Juta o8B 280,000
b Milsi pagy dana diatas Rp 100 sd Rp. 250 juta o8 310000
& Milai pagy dana di atas Rp. 260 juta s.d. Rp. 500 juta 0B 370,000
d Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. | millar OB 430,000
R Milai pegu dana di atas Ap. | miliar =d. Rp. 2,5 miliar o8 500,000
f Milal pagu dena di atas Rp. 2 5 miliar s d. Rp. 5§ mitiar O 570,000
' Milai pagu dana di atas Pp. § mifiar s.d. Rp. 10 miliar o8 40,000
h. Hilai pagu dana di atas Rp 10 mifiar sd. Rp. 28 mifiar oB 510000
i3 Nilai pagu dana di atas A, 25 miliar 5. d. Rp. 50 miliar oB B0 000
i Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar sd Rp 15 miliar OB 1,150.000
K HMitai pagu dana di atas Rp. 75 mitiar .4 Rp. 100 miliar OB 1,330,000
L Milai pagy dara i atas Rp. 100 mifiar 5.4 Rp. 250 miliar OB 1,580,000
b HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
21.  Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 0B HE0.000
22. H um K k Kerja Pemilihan Pangadaan Barang/Jasa
21 H jium Kal k Karja Pemilihan Pengad Barang/Jasa (KONSTRUKSI)
ES MNilai pagu pengadaan sampai dengan Ap 200 juta aP BEO,000
N Milal pagu pengadean diatas Ap 200 juta sd. Rp 500 juta oF BS0.000
[ Milai pagu pengadaan diztas Ap 500 juta s.d. Rp | miliar oF 1,020,000
d Nilai pagu pengadaan di atas Rp | millar sd Rp 2.5 miliar oP 1,270,000
e Hilai pagu pengadaan & atss Ap 2.5 miliar 5.4 Rp 5 miliar cP 1 520,000
i Nilai page pengadasn di atas Rp § miliar sd Ap 10 miliar oF 1,7B0,000
g Milsi pagu pengadaan di ztas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar op 2,120,000
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar 5.4 Rp 50 mifiar oF 2450.000
i Milai pagu pengadaan di atas Rp 50 millar s.d. Rp 75 miliar oP 2,750,000
i Nili pagu pergadaan i atas Rp 75 millar s.d. Rp 100 millar oP 3,130000
W Miiai pagu pengadaan di atas Fp 100 milizr sd Rp 250 miliar P 3580000
L Milai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar op 4,030,000




2.1.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Untuk Pengadaan Barang (Mon Konstruksi)
Milsi pagu pengadasn sd Rp 200 juta
Milai pag pengadaan diatas Rp 200 juta sd. Rp 500 juta
Milai pagy pengadaan diztas Hp 500 juta cd Rp | milier
Milai pagu pengadsan di atas Rp | millar s Rp 2.5 miliar
Nilai pagu pengadazn di atas Rp 25 miliar 5.4 Rp 5 miliar
Nilai pagu pengadaan ¢ atss Fp § miliar 4. Rp 10 miliar
Mitai pagu pengadaan di atas Hp 10 miliar 5.4, Rp 25 miliar
Milsi pagu pengadaan o atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 milisr
Milai pagu pengadaan d atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar
Nilal pagu pengadaan & atas Rp 78 miliar s.d. Rp 100 milizr
Nilai pagu pengadasn di atas Rp 100 milisr s Rp 250 mitiar
Nilai pagu pengadaan di atas Pp 250 milier
213  Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nen Konstruksi)
Milai pagu pengadaan jasa konsultansi sd Rp 50 juta
Milai pagu pengadaan jasa konsultans! di atas fp 50 juta sd 100 jt
Nilai pagu pengadaan jasa tainnya sd 100 jt
Milai pagu pengadaan jasa konsullansi/jase lainnya di atas Rp 100 juta s.d Ap 250 jutas
Milai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa leinnya di atas Fo 250 juta sd Rp 500 juta
Milei pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d Rp | milar
Milal pagu pengadaan jasa kensultansi/jasa lainnya di atas Rp | mikiar £d Rp 2.5 miliar

ESC T ]

-

moemdan Toa

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
31, HKepala
32 Sekretaris dan Staf Pendukung

HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/
{PEMBAWA ACARA/PANITIA

41 H o et/ Panbak

Manteri/Pejabat Setinghat Menterl/Pajabet Negara Lainnya
Kapala Daerah

Frijabat Eselon L'yang disetarakan

Pajabal Eselon [/ yang disatarakan

Pejabat Eselon T ke bawah./yang disetarakan

42 Hoenorarum Moderator

4.3, Honorarium Pembawa Acara

® oo W

44, Honerarium Panitia

a Pananggung Jawab
b Ketua/ Wakil ketua
€. Sekretaris

d Anggota

HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKERTARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. H jum Tim Pelal Hegiat.
5.4.1. Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

a Pengarah

b Penanggungawak

5 HKoordinator/ Ketua

d Hatua

e Sekretaris

3 Anggota

5.1.2.  Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah

a Peangarah

b Penanggungjawab
c. Koordinator/Katua
d Katua

e Sakratars

i Anggota

513 Henorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
B Ketua/ Walil Ketua
b Anggota

HOMORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKS! AHLI DAN BERACARA
61 Hi Pember| gan Ahli/ Sakst Abli
52 Honorarium Beracara

HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1.1 SLTA
2. DYDIDI
73, Sagana/Sl
74, Master/52
7.5.  Doktor (33}

HONORARIUM ROHANIWAN
&l Pengambil Sumpah

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/

PENGELOLA WEBSITE
a1 Honaorarium Tim Penyusunan Jurnal
a Penanggurgjawal
b. Redaktur
o Penyunting/Editor
d Desain Grafis
a. Fotografar
i Sekretariat
g Pembuat Artikel
8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah
a. FPenanggunglawsat
b Redaktur
€ Penyunting Editor
d Dessin Grafis
e Fotograter
f Sekretariat
B Pambuat Artikel

oF
o
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o8

OTer
OTer
OTar
OTer
OTer
OTar
Per/Hal

OTer
OTer
OTer
OTer
OTer
OTer
Per/Hal

760,000

780000

220,000
1,140,000
1,370,000
1.600,000
1,810,000
2210000
2,520,000
2. 820,000
3,230,600
3,640,000

450.000
450000
450,000

GO0.00)
720000
910000

1,000,000
750000

1,700,000
1,400,000
1 200,000
1,000,000
BO0.000
700,000
400,000

1,500,000
1,250,000
1,000,000
850,000
750,000
750.000

750,000
700,000
650,000
§00,000
F00.000
500000

250,000
220000

1,800,000
1.800,000

2,100,000
2,400,000
2 600,000
2.800000
3000000

400.000

500,000

300,000
180,000
180,000
150,000
200,000

400,000
300000

180,000
180,000
150,000
100,000
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lola T i i /1 Website
a Penanggungawab
b Redaktur

3 Penyunting/Editor
d Web Admin
e,
f

jum Tim P

Web Developer
Pembuat Artikel

HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN
104,  Honorarium penyelenggara ujian tingkat pendidikan dasar

a. Penyususn atau pembuat bahan ujian
b Pengawsas ujlan
€. pameriksa hasil ujtan

102 Honorarium panyelenggars ujian tingkat pendidikan dasar menengah

a Panyususn atsu pembuat bahan jian
b Ferngawas ujian
-3 pemeriksa hasil ujisn

HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

TR Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota
12 Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota

a Tataah mater] soal

b. Talaah bahasa soal

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN (DIKLAT)
121 Honararium Penceramah
122, Honararium Pangajar yangz berasal dari luar satuan keria parangkat daerah penyelenggara
12.3. Henararium Pengajar vang berasal dari Dalam satuan keda t daarah p il
124, Henararium Panyusunan Modul Diklat
12.5. t ium Panitia Pany ppara Kegi Dikiat
a. Lama Dikdat s.d § harl ©

17 Penanggungiawab

s Ketua/ Wakil Ketua

3 Sekretaris

4 Arggota
b l.ama Dikiat § s.d. 30 hari ©

1l Pananggurgawab

2] Ketua/ Wakil Ketus

an Sekratars

4} Anggota
< Lama Dinlat lebify dari 30 hari -

1) Penanggungjawab

2 Wetua Wakil Ketua

31 Sekretaris

4} Anggota

HONORARIUM TIM ANGOGARAN PEMERINTAH DAERAH

130 H Tim Anggaran P i Daerah
a Pembina
b Pangarah
o Ketua
d ‘Wakil Ketua
& Sekretaris
f Anggota
132, Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
a Hetus
b Sekrataris
o Anggota

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROPINST MALUKU UTARA

14.1. Transpartasi (Tiket Pesawat/Kapal Laut PP, Speed Boat Taksi dan sejenisnyal
a Bupati Ketua DFRD
b Wakil Bupati/ Wakil DPRD

Sekda

[-3 Angzota DFRD
d FPajabat Eselon 0
" FPajabat Eselon [l Golongan IV
| 4 Pejabat Eselon IV Golongan Il
E Gal I/H

142, Panginapan
& Bupati/etua DPRD
b Wakil Bupati/Wakil DPRD
o Sekda/ Angaota DPRD
d Pejabat Eselon T
& Pejabat Eselon Il Golongan IV
£ Pajshat Eselon IV Golongan [
5 Gol 1711

14.3. Usng Harian
a Bupati/Ketua DPRD
b Wakil Bupati/Wakil DPRD
@ Selkda’ Anggota DPRD
d Pejabat Eselon Il
2 Pejsbat Eselon il Golongan IV
i Pejabat Eselon IV Golongan 11
8 God 1701

144 Uiang Represemtasi
a. Bupati/Anggota DPRD
< Pajabat Eseion I

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI
I8 Lumspum

Bupati/Ketua DPRD

Wakil Bupati/Walil DFRD

Sekda/Angeota DPRD

Pejabat Eselon il

Pejabat Eselon 1l Golongan IV

Pejabat Eselon IV Golongan 1

Gol I/l

®mB RD T

o
OB
OB
0B
oB
Per/Hal

lskah/Pealaia
OH
bwa Mata Uj

shiih Felajg]
OH
wa/ Mata U

Per Butir Sof

ar Butir Sof
ar Butir 5o

P

0P

OJF
Per Madul

O
0K
0K
DK

2242

oK .

oK
oK

888

OB
o8

8883

OK
Ok,

22R%

OK
OK

22888

OH
OH

2g2¢e

CH
OH
OH

OH

gge2s

OH
OH

150060
240,000
5000

130000
270000
750G

100,000

45,000
20,000

1,000,000
300000
200,600

5,000,000

450,000
400,000
300,000

675,000
G000
450,000
450,000

00,000
BO0,000
600,000

3,500,000
3000.000
2,500,000
2000000
1,500,000
1,300.000

1,000,000
200,000
H00.000

17,500,600
16,500,000
16,000,000
13,500,000
11,500,000
10,000,000

9,500,000

8,500,000

3,000,000
2,500,000
1400000
1,000,000

T00000
700,600

530,000
450.000
350,000
300,000
250,000
200,000
200,000

250,000
150,000

1,500,000
1,300,000
1,100,000
400,000
700.000

300,000
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2

23

Biaya Transportasi (Tiket Pesawat/Kapal Laut PP, Speed Boat Taksi dan sejenisnya)
Toukota Provinei Matuku Utara (Sofifl}
Kota Ternate

Kabupaten Halmahera Utara
HKabupaten Halmahera Timur
Kabupaten Halmahera Tangah
Kabupaten Halmahera Selatan

Kota Tidore Kepulauan

Kabupaten Kepulauan Suia
Kabupaten Taliabu

Kabupaten Pulau Morotal

FE oM opp o

15.3. Wang Pangaluaran Tambahkan
a Bupati
b Waldl Bupat:

SATUAHN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
16.1. Lumspum

a Bupati/Ketua DFRD
b Wakil Bupati/ Wakil DPRD
o Sekda/Angzota DPRD
o, Pejabat Eseton 11
B Peiabat Esebon Il Golongan IV
£ Pejabat Esalon IV Golongan I
E Gol I/l

15.2. Hiaya Transportas!
a Kecamatan Jailolo
b Kecamatan Jailolo Selatan
[ HKacamatan Jailolo Timur
d Kecamatan Sahu
e Kecamatan Sahu Timur
. Kecamatan lbu
£ Kecamatan Tbu Selatan
h. Kecamatan Tabary
i Kecamatan Loloda

16.3. Uang Fengeluaran Tamibahan
a Bupati
b. Wakil Bupati

HONORARIUM NON ASH KEGIATAN SOSIALISASI DAN SEJENISNYA
174 Tasyarakat Umum

SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

181 Sawa Kend Pelal Kegk Insidentil
a. Foda 4
b Roda § Bus Besar
182, Sewa Kendsraan Operasional Kantor dan/awu Lapangan
a Pick Up
b Minibus
& Double Gardan

SATUAN BIAYA SEWA SPEED BOAT
19.1. Sews Spead Bezar
182 Sews Speed Boat Kecil

HONORARIUM PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
a Pangemudi
b Patugas Kebersihan dan Pramubaicti

TUNJANGAN BEBAN KERJA PEJABAT STRUKTURAL
Yang ditetapkan oleb Kepala Daerah

Sakrataris Dasrah

Staf Ahli Bupati

Asisten Sekretanis Daerah

Kepata Dinas/Badan/ Inspektur/ Sekwan

Kepals Bagian

Camat

Sekretaris

Irban. Katnd

Kepala Sub Bagian (Sekretaniat Daerah)

Eselon IV/a

Eselon IV/b (Kecamatan)

FE e ap T

-

TUNJANGAN BEBAN KERJA PEJABAT KHUSUS
Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
a Staf Khusus Bupati

TAMBAMAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL / PEGAWAT TIDAK TETAP
Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

234 Honorarium Sekretaris Pribadi

a Honar Sespri KDH WKDH/ Sekda

b Haror Sespri Ketua, Wakil Ketua TP PKK
23.2 Honorarium Asisten Pribadi

a Honar Aspri KDH/WKDH. Sekda/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda
233 Honorarium Pengemudi / Sopir

a Honar Pengamudi / Sapir KDH/WKDH

k. Hepor Pengemudi / Soplr Sekda

o Honor Pangemudi / Sopit PATWAL KDH/WKDH

d Henor Pengemudi ¢ Soplr Oparasional

OK
OK
OK
oK
OK,
OK

oK

OK

2922322288 22822888

OH
oH

Par Bin
Per Bl
Fer Bin

Per Trip
Par Trip

BB

28888888868

88

0B
OB
fal:]
o8B

Rp

850,000
1,000,000
2,000,000
2060000
2000000
3,000,000
| 506,000
3000000
3000000
2500000

B.000.000
7,000,000

1,000,000

700,000
800,000
500,006
450000

SO0.000
00,000
800,000
600,000
600,600
800,000
700,000

1,500,000

#,000.000
7,000,000

SRR

250,000
2,500,000

.500,000
G.000.000
10,000,000

2,500,000
1,500,000

S00.000
750000

25,000,000
12,500,000
12,500,000
7,500,000
5000000
4,000,000
2000000
1,500,000

1,000,000
00,000

7.500.000

2500000
2,500,000

1,500,000

2,500,000
2,000.000
2500060
1,500,000
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2386

235

237

238

238

2310

2301

2312

23.13

2515

2318

2347

2318

2318

2320

232

Honorarium ADG / Ajudan
a Honor ADG / Ajudan KDH/WKDH
b. Hanor ADC / Ajudan Sekda

Honorarium Pengelola Mess Pemda Di Jakarta

a Honor Kepala Pengelola Mess

b Henor Pembantu Pengelola Mess / PNS
[ Henor Pembanty Pengelola Mess

H ium Kuasa P A

& Honar Kuass Pangguna Anggaran

Honorarium Pejabat Pembuat Kemitmen dan Staf

a Honar Pejabat Pembuat Kemitmen
B Honor Pengetela Dokumen
. Henor Penyimpan Dokumen

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
a Honor Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Henorarium Pejabat Pengelola Keuangan SKPD

ES Haoneor Pajabat Pengelala Keuangan SKPD
o Haror Staf Verifikasi dan Kearsipan

-3 Honor Staf Pembukuan dan Pelaporan

H ium Pejabat P lota K Unit SKPD
a Honor Pejabat Pengelola Keusngan Unit SKPD
H Tim P la Admini: i

& Honor Kepala Sub Bagian Keuangan

b Honor Bendahara Pengeluaran

e Honor Kepaia Sub Bagan Umum

d Haonor Kepala Sub Bagian Perencanaan

& Haner Staf Kewangan

i um B ] P Kas

a Honor B dah P b r Kas

Henorarium Tim Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang
Tim Pambelian

a Honor Ketua

b Honor Wakil Ketua

c Henor Sekretaris £ Anggots

d Honer Anggota

Tim Pemeriksa

a Hanor Ketua

b Henor Wakil Ketua

c. Honor Sekretaris / Anggota

d. Honer Anggote

Honorarium: Tim P Fasilitas P intah Daerab

a Hanor Anggota

1 um Tim P Pimp Daerah

a Henor Pananggungiawab

b Honor Koordinator

o Honor Anggots

H jum Tim Pengelola Admini i Perk an
Henar Pangarah

Honor Penanggungjawab
Henor Ketua

Honor Wakil Ketua
Honor Koardinator
Honor Anggota

e opDp Fow

Honorarium Tim Pengelola Rumah Tangga
a Henor Penanggungawab

Honor Koordinator

Honor Ketua

Honor Wakil Ketua

Honor Anggota

LA

juim: Tiif B e Admin C K .

Hanar Pengarah

Honor Pengnggungawab
Heror Ketua

Honer Koordinator
Honor Wakil Ketua
Honer Anggota

maope e

ium Tim P
Honor Pengarah
Haonor Penanggungiawab
Honor Ketua
Honor Koordinator
Honor Wakil Ketua
Honor Anggata

*poan FD

Honararium Tim Protokober

a Hener Penanggungawab

by Honer Koordinator

(5 Honor Ketua

d Horor Wakil Ketua / Kasubag Protokel

o Honer Wakil Ketua / Kesubag Komunikas Pimpinan
f. Honor Wakll Ketua / Kasubag Dokumentasi Pimpinan
B Honor Anggota  Banders Marado

. Honor Angeota

Honorarium Asisten Rumah Tangga KDH dan WKDH
a Henar Keordinator
b. Haner Angeota

o8
os

o8

oB
0B
OB

0B

08

&

888288

0B
OB
0B

0B
B
0B

BEBER

GEBERE

2500000
2,250,000

3,200000
2750000
3,500,000

2,500,000

2,000,000
1.500.000
1.500.000

1,000,000

2,000,000
1,500,000
1,500,000

1.000.000

2000000
2,000.000
1.750,000
1,750,000
1,500,000

1,500,000

2,000,000
1,750,000
1,600,000
1, 500000

1,750,000

1,500,000
1,500,000

250,000

1.500.000
1,500,000
1,500,000

2,500,000
2300000
2,160,000
1,750,000
1,800,000
1,500,000

2,500,000
2,300,000

1,750,000
1,500,000

2,500,000

2100000
1750000
1,750,000
1,500,500

2,500,000

2,100,000
1,850,000
1,750,000
1,500,000

2500000
2,300,000
2300000
2300000

1.750,000
1,750,060

1,200,000
1,600,000




:
Honer Koordinater

b Henor Anggota og 1,500,000
2323 Henorarium Petugas Pramubakti

4 Henor Anggota 0B TE0.000
2324 Honorarium Teknisi Listrik, Teknisi Air dan Pengawas Kebersihan

a. Hanar Koordinator . o3 1,750,000

b Haorer Anggota oB 1,500,000
2375 Henerarium Pangelola Server Sidik Jari, CCTV dan Internet

a Henor Keerdinator 0B 1,600,000

b. Honer Angeota oB 1.500.000
2376 Honorarium Pengelola Sound Sistem

a. Hanor Keordinator oB 1,750,000

b Honor Anggata oB 1,500,000
2327 Honorarium Pengelola Barang

a Henar Ksordinator oB 1,750,000

b Honor Anggota OB 1,500,000
2328 H ium P, lota Speedboat P intah Daerah

3 Haner Koordinator o8 2,500,000

b Honer Anggota 0B 2000000
23.29 Honorarium Pengelola Fasilitasi Gedung dan Penanggungiawab Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah

[ 3 Honor Koordinator 0B 1,750,000

b Hanor Anggota o8 1500 000
23.30 H ium Pejabat P ima Hasil Pekerj

a Henor oB 1.500.000
23 H ium Petugas Kebersihan Taman

a Honor Keordinator o8 1,500,050

b Honor Anggota OB 1,500,000

24 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA

24.0 Tim P R Kerja dan Angs: (RKA)

Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

a Sekretaris Daerah Ok 5.000,000

b Asisten Sekrataris Daerah OK. 2,500,000

© Kepala Bagian oK 3000000

d Kepala Sub Bagian oK 2,700,000

@ Bandakara Fengeluaran oK 2250000

£ Operator OK 2,250,000
242 Panitia Festival Teluk Jailolo

Yang ditetapkan oleh Kepals Daerah

a Honor Kodinator =43 2.300.000

b. Henar Anggota OK 2300000




PENJELASAN
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
meliputi:
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, honorarium diberikan kepada:

1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna
Anggaran.

1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD

1.4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan

1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan.

Honorarium penanggungiawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan
besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA). dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk membantu PPTK dalampelaksanaanadministrasibelanjapegawai di lingkungan SKPD, KPA
dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu.
Besaran honorarium sesuai SBU dengan pagu yang dikelolanya.

b. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:

1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA/PA:

a). KPA/PA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, maka
jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran
pembantu.

b). KPA/PA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

9 Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2

{(dua) kali dari jumlah PPTK.

3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:

a).Jumiah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan

b). Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

¢. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam
1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola

d. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang

bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kepala SKPD sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan
langsung sesuai ketentuan yang berlaku.

2.9 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negarayang diangkat oleh Pengguna
Anggaran menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia sesuai dengan
ketentuan yang berlaku .

Catatan :
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah
menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Unit Kerja Perangkat Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai
perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan Bupati.



4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara /Panitia

4.1.

42.

43.

44,

Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumberataupembahas diberikan kepada peiabat negara/pejabatdaerah/ASN, dan
pihak lain yang memberikaninformasiataupengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi,
bimbinganTeknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group Discussion dan
Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)
Catatan :
a. Satuan Jam vang digunakan dalam pemberian honorarium narasumberataupembahas adalah 60
(enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
b. Honorarium narasumberatau pembahas berasaldari ;
— Luar SKPD penyelenggaraataumasyarakat.
~ Dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan
berasal dari luar SKPD penvelenggaraataumasyarakat.

Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabatdaerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjukoleh

pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar,

rapat, sosialisasi, bimbinganTeknis, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, Focus Group

Discussion dan Kegiatan sejenisnya. (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Catatan :

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :

a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; dan/atau

b. Moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran
utama kegiatan berasal dari luarSKPD penyelenggaraatau masyarakat.

Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan Kegiatan
sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan
pimpinanan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD atau masyarakat.

Honorarium Panitia.

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi,
workshop, sarasehan,simposium, lokakarya dan Kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi
sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat.

Dalamhal pelaksanaan kegiatan seminar, rapatkerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan,
simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non
aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan
besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta40 (empat puluh) orang ataulebih, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium maksimal 10%(sepuluh persen) darijumlahpesertadenganmempertimbangkanefisiensi
dan efektifitas. Sedangkanuntukjumlahpesertakurangdari 40 (empatpuluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

5.1,

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan
untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau
sekretaris daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :
5.1.1. Mempunyai keluaran ( output) jelas dan terukur;
5.1.2. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
- Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang
bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah.
- Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris
daerah.
5.1.3. Bersifat temporer, pelaksanaan kegiatan perlu diprioritaskan ;



b.2.

5.1.4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yvang bersangkutan diluar tugas
dan fungsi sehari—hari ; dan
5.1.5. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien .

Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium vyang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan

administrative untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana

kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan

yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah secretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

5.2.1. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala
daerah

5.2.2. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah,

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut,

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan

efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan

kerja perangkat daerah.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

6.1.

6.2.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan
informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam
tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak
memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat
memberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan
pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan
pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan
tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non
aparatur sipil negara vang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu
pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan
ketentuan:

a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten,

atau kota setempat;
Lulusan DI/DII/ DI/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen)
dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dna puluh empat persen) dari upah

minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah
minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum
provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

8. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang
sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.



9.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara vang
diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan Bupati
Halmahera Barat. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan
tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin /Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin / majalah dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan
tertulis vang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu. {

¢. Honorarium Tim Pengelola Website
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan Bupati Halmahera Barat.
Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi
tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak
diberikan honorarium dimaksud.

10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian,
pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan

pemerintah daerah.

11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atauKota

12.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan
kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang
bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi
akademik, soal calori aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes
bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan
pemerintahan daerah.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
12.1. Honorarium penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan

pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta

pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Berasal dari luar satuan keria perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;

b. Berasal dari dalam satuan keria perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta
pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat
daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja
perangkat daerah penyelenggara.

12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat
daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium
diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil

negara atau pihak lain vang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud

berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka
widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan; dan

b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau
penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan
substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada

panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha

pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;

b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;

d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan
honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
adalah 45 (empat puluh lima) menit.

13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan
berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh)

14.

anggota.

Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Propinsi Maluku Utara

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota
DPRD vang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dan luar wilayah Propinsi
Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani
pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Besarnya komponen biaya perjalanan dinas vang terdiri dari biaya transportasi, biaya penginapan,
uang harian dan uang representasidi berikan berdasarkan jumlah hari penugasan maksimal 5
(lima) hari.

Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis
Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD vang mengikuti kegiatan
diberikanbiayaakomodasi, transportasi secara utuh terkecuali penginapan, uang harian vaitu 1
(satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Khusus penugasan yang bersifat mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis yang mana biaya
akomodasi ditanggung oleh panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota
DPRD vyang mengikuti kegiatan diberikan biaya transportasi secara utuh terkecuali biaya
penginapan, uang harian yaitu 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Biaya Transportasi dan Penginapan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini bersifat at cost
denganplafon tertinggi sehingga pertanggungjawaban berdasarkan harga riil. Jika biaya
transportasi melewati harga plafon maka dapat ditutupi oleh komponen biaya lainnya.

Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan Il

Catatan -Jumlah hari keberangkatan yang menggunakan transportasi laut tidak dihitung dalam
perjalanan dinas.



15.

16.

17.

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota

DPRD vang melaksanakan tugas di luar daerah Kabupaten Halmahera Barat dalam wilayah Propinsi

Maluku Utara berdasarkan surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani

pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal 1
(satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.

b. Khusus penugasan vang bersifat mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan
tekhnis yang mana biaya akomodasi ditanggung panitia maka Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil
Negara dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan hanya diberikan biaya transportasi.

c. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapat Uang PengeluaranTambahanPerjalanan Dinas di Luar
Daerah Dalam Propinsi.

d. Biaya transportasi ke kabupaten/kota diberikan hanya 1 (satu) kali per penugasan/kegiatan.

e, Sementara perjalanan dinas luar DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten Halmahera
Barat di jakarta dapat disesuaikan dengan perjalanan dinas berdasarkan PERPRES 33 Tahun 2020
tentang standar harga satuan regional.

. Perjalanan dinas non ASN disesuaikan dengan Perjalanan dinas golongan II

g Untuk kondisi tertentu dalam pelaksanaan tugas yang melebihi 3 (tiga) hari, maka dapat diberikan
biaya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat
kewajaran dan kepatutan.

Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Biaya perjalanan dinas diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati/Aparatur Sipil Negara dan Anggota

DPRD vang melaksanakan tugas di dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan surat

tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Besarnya lumpsum biaya perjalanan dinas di berikan berdasarkan jumlah hari penugasan minimal

1 (satu) hari dan maksimal 2 (dua) hari.

Perjalanan Dinas di bawah 6 (enam) jam hanya diberikan biayaTransportasi.

¢. Untuk penugasan khusus (audit dan reses) pelaksanaan tugas dapat diberikan biaya perjalanan
dinas berdasarkan jumlah hari penugasan dengan memperhatikan tingkat kewajaran dan kepatutan.

d. Biaya transportasi ke kecamatan diberikan hanya 1 (satu) kali per penugasan/kegiatan.

e. Sementara Perjalanan Dinas dalamkota DKI Jakarta khusus pada staf Perwakilan Kabupaten
Halmahera Barat di jakarta maka hanya diberikan transportasi sesuai wilayah berdasarkan
PERPRES 33 Tahun 2020 tentang standar harga satuan regional.

f. Bupati dan Wakil Bupati berhak mendapatkan Uang Pengeluaran Tambahan Perjalanan Dinas di
Dalam Daerah.

g. Uang PengeluaranTamabahan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Buapti dan Wakil Bupati di Bawah 6
(enam) jam tidak diberikan.

=

Honorarium Non ASN Kegiatan sosialisasi dan sejenisnya.
Honorarium ini diberikan kepada peserta dari masyarakat umum yang mengikuti kegiatan minimal 1
(satu) hari.

18. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuanbiaya yang digunakan untuk

perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) roda 6 (enam)/bus sedang, dan

roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus — menerus);

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera
Barat; atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia
kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

3) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

b. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/ atau Lapangan.
Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/ operasional kantor dan/ atau lapangan
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan

X



19.

roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan
kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, SKPD
penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi
kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan
pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas
kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

1) Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/ atau
lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas
penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui
pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan
kendaraan pejabat/ operasional kantor.

2) Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasionalkantor dan/ atau lapangan dapat
diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/ operasional kantor
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.

3) Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau Lapangan
mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa vang berlaku.

Satuan Biaya Sewa Speed Boat

Satuan biaya sewa speed boat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan

kebutuhan biaya sewa speed boat untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -

menerus). Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

1) Pejabat Negara dan rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Halmahera Barat;
atau

2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi berskala besar, dan tidak tersedia

transportasi umum serta dilakukan secara selektif dan efisien.

20. Honorarium Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti

21.

22.

23.

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemudi, petugas kebersihan, dan
pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

Catatan:

1. Untuk pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dengan melalui jasa pihak ketiga/
diborongkan alokasi honorarium dapat ditambah paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen)
dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.

2. Dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan
sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

Tunjangan Beban Kerja Pejabat Struktural
Tunjangan yang diberikan hanya kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang memegang Jabatan
Struktural dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Tunjangan Beban Kerja Pejabat Khusus

Tunjangan vang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk
melaksanakan tugas sebagai pejabat khusus Bupati Halmahera Barat dengan besaran sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap

Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan non pegawai
Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang
sebagai Sekretaris Pribadi KDH/WKDH/Sekda/Staf Ahli Bupati/Asisten Sekda, Asisten Pribadi
KDH/WKDH/Sekda/Staf  Ahli  Bupati/Asisten  Sekda, Pengemudi/Sopir, = ADC/Ajudan
KDH/WKDH/Sekda, Pengelola Mess Pemda di Jakarta, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat
Komitmen dan Staf, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan SKPD, Pejabat
Pengelola Keuangan unit SKPD, Tim Pengelola Administrasi Keuangan, Bandahara Pembantu
Pemegang Kas, Tim Pembelian Barang dan Pemeriksa Barang, Tim Pengamanan Fasilitas

X
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Pemerintah Daerah, Tim Pengamanan Pimpinan Daerah, Tim Pengelola Administrasi Perkantoran,

Tim Pengelola Rumah Tangga, Tim Pengelola Administrasi Kepegawaian, Tim Perencanaan, Tim
Protokoler, Asisten Rumah Tangga KDH dan WKDH, Pengelola Ruangan VIP Pelabuhan Jailolo,
Petugas Pramubakti, Teknisi Listrik, Teknisi Air dan Pengawas Kebersihan, Pengelola Server Sidik
Jari, CCTV dan Internet, Pengelola Sound Sistem, Pengelola Barang, Pengelola Speedboat
Pemerintah Daerah, Pengelola Fasilitasi Gedung dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas Pemerintah
Daerah, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Petugas Kebersihan Taman dengan besaran sesuai

kemampuan keuangan Daerah,

Honorarium Panitia Pelaksana

Honorarium panitia diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan non pegawai Aparatur Sipil
Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Sekretariat Daerah dan Panitia Pelaksana
Festival Teluk Jailolo pada Sekretariat Daerah dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pejabat Para_f
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Sekretaris Daerah /)’ BUPATI HALMAHERA'BARAT,
Ass. Bid. Adm. Umum 5_/
Kepala BPKD % KMES UANG
Inspektur Inspektorat /f
Kabag Umum, Perenc & Keu
Kabag. Hukum & Orgs
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 23 A TAHUN 2021
TANGGAL - 26 NOVEMBER 2021
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS ESTIMASI
NO URAITAN SATUAN BESARAN 2022
1 |SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA S1, S2, S3 DAN Dr.SPESIALIS
a  Strata1(S1) Pkt 25,000,000
b.  Strata 2 (32) Pkt 50,000,000
c.  Strata 3 (83) Pkt 100,000,000
d.  Dokter Spesialis Pkt 75.000,000
2 |SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN
21 Penggdaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sakit, Penyandang Masalah
© Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Rescue Team
a. Pasien Rumah Sakit OH 45,000
b.  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) OH 35,000
c.  Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team OH 30,000
3 |SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN/RAPAT
3.1. Prasmanan Org/Kali 65,000
3.2. Makan Siang Org/Dos 45,000
3.3. Snack Org/Dos 25,000
4 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN
4.1. Gedung Bertingkat M2/Tahun 229,000
4.2 Gedung Tidak Bertingkat M2/ Tahun 153.000
4.3. Halaman Gedung/Bangunan Kantor M2/Tahun 14,000
5 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
5.1. Kendaraan Dinas Pejabat (Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit/Thn 41,900,000
5.2. Anggota DPRD Unit/Thn 41,000,000
5.3. Pejabat Eselon Il Unit/ Thn 38,230.000
5.2. Kendaraan Dinas Operasional
a Roda Dua Unit/Thn 3,760,000
b. Roda Empat Unit/Thn 33.750,000
¢.  Roda Enam/BUS Unit/Thn 37,110,000
d.  Double Gardan Unit/Thn 35,740,000
6 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL SPEED BOAT
6.1. Speed Boat (Mesin di atas 100 PK)
a.  Pemeliharaan Unit/Thn 20,240,000
6.2. Speed Boat (Mesin di bawah 100 PK)
a.  Pemeliharaan Unit/Thn 20,240,000
7 |SEWA GEDUNG PERTEMUAN
7.1. Gedung Pertemuan Kecil (lengkap kursi + sound system) Per/Hari 2,500,000
7 Gedung Pertemuan Sedang (lengkap kursi + sound system) Per/Hari 4,500,000
7.2, Gedung Pertemuan Besar {lengkap kursi + sound system) Per/Hari 6,500,000
8 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
8.1. [nventaris Kantor Pegawai/Thn 80,000
8.2 Personal Computer/Notebook Unit/Tahun 730,000
8.3 Printer Unit/ Tahun 690,000




NO URATAN SATUAN BESARAN 2022
8.4 Ac Split Unit/Tahun SIB.DDO
8.5 Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/Tahun 7,190,000
8.6 Genset 75 KVA Unit/Tahun 8.640,000
8.7 Genset 100 KVA Unit/ Tahun 10,150,000
8.9 Genset 125 KVA Unit/ Tahun 10,780,600
8.10 Genset 150 KVA Unit/Tahun 13.260,000
9 |SATUAN BIAYA SEWA TENDA DAN KURSI
9.1, Sewa Tenda Standar 4 x 4 Unit/Hari Rp 500,000
9.2. SewaTendadx6 Unit/Hari | Rp 750,000
9.3. Sewa Kursi Bh/Hari Rp 3,500




PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar S1, S2 dan S3 Dalam Negeri
Satuan biava bantuan beasiswa program gelar/nongelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan mahasiswa program gelar dalam negeri bagi
Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2)
dan Strata 3 (S3). Bantuan beasiwa tersebut diberikan dalam bentuk paket sesuai jenjang pendidikan.

2. Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan
Satuan biaya pengadaan bahan makanan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya pengadaan bahan makanan dan diberikan untuk :

2.1. Pengadaan Bahan Makanan Untuk Pasien Rumah Sakit dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
a. Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit adalah pengadaan bahan makanan yang

diberikan kepada pasien rumah sakit pemerintah.

b. PMKS dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial adalah pengadaan bahan makanan yang
diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/ rehabilitasi sosial di
dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

2.2. Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan

kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

3. Satuan Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan

biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/
Pelatihan/Bimbingan  Tekhnis/Workshop/Sarasehan/  Simposium/ Lokakarya/ Focus Group

Discussion dan kegiatan sejenisnya.

4. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya vang

digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di

dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam

kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua

persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di

dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang— undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat,

pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

a. Gedung atau bangunan milik dasrah.

b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan
dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan

pemeliharaan.

5. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk
mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang—undangan.



Penerapan satuan biaya pemeiiharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan

sebagai berikut;

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya
harus dihapuskan dari daftar inventaris,

b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau overhaul.

6. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speed Boat
Satuan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat merupakan satuan biaya vang digunakan untuk
perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional speed boat vang digunakan untuk
mempertahankan speed boat agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan
peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar .
Catatan:
1. Khusus untuk speed boat yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional
tersebut hanya diperuntukan untuk bahan bakar.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :
a. Speed boat yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya
harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b. Pemeliharaan speed boat yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul,

7. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan
Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat
koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan
adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus)

orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk
mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja
dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi
normal {(beroperasi dengan baik) .

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

9. Satuan Biaya Sewa Tenda dan Kursi
Satuan biaya sewa tenda dan kursi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan
kebutuhan biava sewa tenda dan kursi untuk pelaksanaan kegiatan di luar gedung antara lain
upacara/FTJ dan kegiatan lain sejenis. Sewa tenda sudah termasuk biaya pemasangan/bongkar tenda

dan ongkos angkut.

Pejabat

Sekretaris Daerah BUPATI HALMAHERA BARAT,
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Kepala BPKD
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